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ABSTRAK 

Kawasan pesisir utara pulau Bintan merupakan salah satu tujuan wisata 

bahari yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan 

mancanegara. Melihat peluang ini, Pemerintah Kabupaten Bintan membuat 

kebijakan, agar desa-desa yang ada di Kabupaten Bintan untuk membentuk 

kerjasama antar desa yang diwujudkan dengan dibentuknya BUMDes Bersama. 

Dengan tujuan agar kekayaan alam yang ada di daerah tersebut dapat dinikmati 

secara langsung oleh masyarakat. BUMDes Bersama dibentuk melalui 

Musyawarah Antar Desa (MAD) berdasarkan peraturan bersama Kepala Desa.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

kerjasama antar desa dalam pengelolaan kawasan eko wisata serta apa saja 

hambatan dalam pengelolaan kawasan ekowisata. Jenis Penelitian ini adalah 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kerjasama tim oleh 

Michael West (2002) dengan menggunakan tiga dimensi dan masing masing 

dimensi memiliki tiga indikator yaitu: a. Kebersamaan dengan indikator 

Tanggung jawab, Saling berkontribusi dan Pengerahan kemampuan secara 

maksimal, b. Kepercayaan dengan indikator Kejujuran, Pemberian tugas dan 

Integritas, c. Kekompakan dengan indikator Saling ketergantungan tugas, Saling 

ketergantungan hasil dan Komitmen yang tinggi.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kurangnya koordinasi dan 

komunikasi antara BUMDEs Bersama untuk mengevaluasi kinerja bersama, 

sehingga permasalahan seperti anggaran operasional yang tidak ada tidak dapat 

terselesaikan.Kurangnya kebersamaan, kepercayaan dan kekompakan pengurus 

BUMDEs bersama menjadi penyebab BUMDEs tersebut tidak berjalan secara 

efektif dan efisien. Potensi-potensi ekowisata bahari yang ada di keempat desa 

yang tergabung dalam kerjasama antar desa ini belum dimanfaatkan dengan 

maksimal karena BUMDEs  Bersama Dugong Bintan tidak berjalan dengan baik. 

 

Kata Kunci : Kerjasama Antar Desa, BUMDes Bersama 

mailto:akmalsuhandi.as@gmail.com


 

2 
 

PENDAHULIAN 

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di 

Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara 

mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Pengaturan Desa antara lain bertujuan mendorong 

prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi 

dan aset Desa guna kesehjateraan bersama serta memajukan perekonomian 

masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan bersama, serta memajukan 

perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan 

nasional. 

Dalam pasal 23 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa 

pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, yang selanjutnya 

dijelaskan di pasal 25 pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 

adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh 

perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala desa bertugas 

menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang 

dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1, Lalu dalam ayat 2 dijelaskan kepala desa 

mempunyai wewenang salah satunya membina dan meningkatkan perekonomian 

desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. 
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Kabupaten Bintan memiliki luas keseluruhan wilayahnya (daratan dan 

lautan) 88.038,5 km2 dengan luas daratan hanya 1.946,13 km2 yang terdiri dari 

10 kecamatan dan 51 desa/kelurahan. Kabupaten Bintan memiliki 240 buah pulau 

besar dan  kecil, dari jumlah tersebut hanya 49 buah diantaranya yang 

berpenghuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni namun sudah 

dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Secara administrasi, Kabupaten Bintan 

terdiri dari 10 kecamatan, 15 kelurahan dan 36 desa. 3 kecamatan terletak di luar 

Pulau Bintan yaitu Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang dan 

Kecamatan Tambelan, sedangkan sisanya terletak di Pulau Bintan.  

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan No. 2 Tahun 2012 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 

disebutkan dalam pasal 38B, Kawasan ekowisata di Kecamatan Teluk Bintan, 

Kecamatan Teluk Sebong dan Kecamatan Gunung Kijang. Kecamatan Gunung 

Kijang dan Kecamatan Teluk Sebong adalah kecamatan yang memiliki potensi 

ekowisata yang paling besar karena di sebagian besar wilayah dua kecamatan ini 

merupakan pantai yang merupakan salah satu tujuan wisatawan lokal maupun 

wisatawan asing. Pantai Trikora adalah salah satu pantai dengan pasir putih yang 

terletak di pulau Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia. Pantai alami ini memiliki 

ombak yang landai dengan bebatuan-bebatuan indah di pantai. Sepanjang 

perjalanan menuju pantai Trikora, terdapat perkampungan nelayan yang berjejer 

rapi, beberapa resor-resor mewah, kawasan konservasi padang lamun, rumah 

makan seafood, hingga hutan mangrove.  

Melihat peluang ini Pemerintah Kabupaten Bintan  memberikan instruksi 

kepada desa-desa tersebut untuk membentuk kerjasama yang diwujudkan dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pantai
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bintan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Resor
https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_mangrove


 

4 
 

dibentuknya BUMDes Bersama,dengan tujuan agar kekayaan alam yang ada di 

daerah tersebut dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat melalui 

BUMDes Bersama. BUMDes Bersama  dapat dinyatakan sebagai badan usaha 

yang dibentuk oleh dua desa atau lebih, yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh dua Desa atau lebih. BUMDes Bersama dibentuk melalui 

Musyawarah Antar Desa (MAD) berdasarkan peraturan bersama Kepala Desa. 

Selanjutnya ke empat desa melakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) 

yang dilaksanakan di Desa Malang Rapat, lalu dari hasil musyawarah ini 

terbentuk lah BUMDes Bersama yang diberi nama Dugong Bintan. BUMDes 

Bersama ini diharapkan dapat dijadikan pilot project oleh Kementrian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk 

pengembangan kawasan pariwisata terpadu di Bintan. Setelah dibentuk BUMDes 

Bersama Dugong ini tidak melakukan upaya-upaya agar hal-hal yang diharapkan 

dapat terwujud di keempat desa tersebut.  

Berdasarkan penjelasan diatas akhirnya peneliti melakukan observasi 

untuk melihat beberapa hal yang menjadi penyebab BUMDes tersebut tidak 

berjalan dengan baik, diantaranya kurang adanya tanggung jawab diantara 

pemegang kebijakan, kurangnya komitmen dari pengurus BUMDes Bersama, 

kurangnya intergritas seperti inkonsistensi terhadap tindakan-tindakan atau 

prinsip-prinsip untuk menjalankan BUMDes tersebut.   

BAHAN DAN METODE 

Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang 

berupaya menggambarkan suatu fenomena yang diteliti secara apa adanya 
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dilapangan. Nazir (1983:63) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif 

adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang.  

Lokasi dalam penelitian ini meliputi dua kecamatan yaitu Kecamatan 

Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Sebong yang berfokus di Desa Teluk 

Bakau, Desa Malang Rapat, Desa Berakit dan Desa Pengudang. Dimana desa-desa 

tersebut melewati kawasan wisata pantai Trikora yang merupakan objek penelitian 

penulis. 

 Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 (Tujuh) orang, yang meliputi : 

satu orang informan kunci dari Direktur BUMDes Bersama Dugong Bintan, satu 

orang Kepala Desa Teluk Bakau, satu orang Kepala Desa Malang Rapat, satu 

orang Kepala Desa Berakit, satu orang Kepala Desa Pengudang, satu orang 

Pengurus BUMDes Bersama Dugong Bintan, dan satu orang Pelaku Usaha 

Wisata.  

 Jenis data dalam penelitian ini terbagi atas Data Primer dan Data Skunder, 

Data primer diperoleh secara langsung dari responden dilapangan melalui 

wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban penelitian yang 

berhubungan dengan masalah kebijakan pemerintah desa dalam melakukan 

kerjasama antar desa, sedangkan Data sekunder merupakan data pendukung yang 

diperoleh dari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan masalah, dan 

dokumentasi meliputi : lokasi penelitian, dan yang berhubungan dengan 

kerjasama antar desa. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

Observasi, Wawancara dan pengumpulan Dokumentasi Penunjang Penelitian. 
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Sedangkan Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:246), yaitu : 

1. Reduksi data (Data Reduction) diartikan sebagai proses dimana peneliti 

melakukan pemilahan dan penyederhanaan data hasil penelitian. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang 

dapat mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperlukan 

nantinya. 

2. Penyajian data (Data Display) yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga 

memberikan kemudahan dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data dimaksud diwujudkan dalam bentuk tabel sebagai 

gambaran dari hasil yang telah penulis lakukan pada saat wawancara, sehingga 

menjadi panduan informasi tentang apa yang terjadi dan data yang disajikan 

sesuai dengan apa yang diteliti dan untuk mempermudah penelitian dalam 

melihat hasil penelitian. 

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification) 

merupakan usaha untuk memahami data yang diperoleh. Pada tahap ini 

peneliti melakukan penggambaran makna dari data yang diperoleh. Proses 

penarikan kesimpulan merupakan proses yang membutuhkan pertimbangan 

yang matang. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat 

dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar 

memperoleh pemahaman yang lebih cepat. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui bagaimana bagaimana bentuk kerjasama antar desa 

dalam pengelolaan kawasan eko-wisata serta apa saja hambatan dalam 

pengelolaan kawasan eko-wisata.di Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan 

Teluk Sebong, Penulis Menggunakan Teori kerjasama tim oleh West (2002) 

berpendapat bahwa, kerjasama mengumpulkan bakat, berbagi tugas dan tanggung 

jawab untuk mencapai tujuan bersama. Menurut West (2002:160), kerjasama 

kelompok memiliki 3 dimensi yaitu:  

A. Kebersamaan 

Indikator-indikator Kebersamaan meliputi, Tanggung jawab secara 

bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, Saling berkontribusi, Pengerahan 

kemampuan secara maksimal.  

1. Tanggungjawab 

Hubungan yang terjadi dalam sebuah kerjasama membuat semua orang 

atau organisasi yang terlibat harus dapat menyelesaikan tugas yang diberikan 

dengan baik, menyelesaikan tugas dengan baik merupakan bentuk dari tanggung 

jawab (responsibilitas). 

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang penulis lakukan bersama 

beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa pengurus BUMDEs Bersama 

Dugong Bintan yang sudah diberikan tanggung jawab untuk menjalankan dan 

mengembangkan kerjasama antar desa tersebut tidak siap untuk menerima resiko, 

resiko yang dimaksud penulis adalah meluangkan waktu untuk menjalankan 

tanggung jawab sebagai pengurus BUMDes Bersama tersebut. 
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2. Saling Berkontribusi 

Kontribusi adalah sumbangsih atau peran, atau keikutsertaan seseorang 

dalam sebuah kegiatan atau organisasi. Dalam sebuah organisasi, kontribusi dari 

para anggota sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, apabila para 

anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut saling berkontribusi maka 

tujuan dari organisasi tersebut dapat dengan mudah tercapai. Namun dalam 

prosesnya seluruh anggota yang terlibat dalam kepengurusan BUMDEs Bersama 

ini tidak dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan BUMDEs ini 

sehingga seluruh tujuan dari dibentuknya BUMDEs ini tidak dapat tercapai. 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama beberapa narasumber, 

dapat disimpulkan bahwa para pengurus dan desa-desa yang tergabung di dalam 

kerjasama antar desa tersebut belum memberikan kontribusi, sehingga kerjasama 

ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini eratkaitannya dengan tidak 

siapnya para pengurus yang sudah dibentuk untuk menjalankan tanggung jawab 

seperti yang sudah penulis bahas diindikator sebelumnya. 

3. Pengerahan Kemampuan Secara Maksimal 

Dalam menjalankan sebuah tugas kemampuan yang dimiliki harus 

dikerahkan dengan maksimal agar tugas yang dijalankan dapat diselesaikan 

dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat ditaarik 

kesimpulan bahwa para pengurus BUMDEs Bersama tidak mengerahkan 

kemampuan mereka secara maksimal hal ini terbukti dengan tidak adanya 

kegiatan yang dilakukan agar kerjasama antar desa tersebut mencapai hasil yang 

diharapkan.  
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B. Kepercayaan 

Selain kebersamaan, dimensi dalam kerjasama kelompok menurut 

Menurut West (2002:160) juga meliputi Kepercayaan. Adapun Indikator-indikator 

dalam kepercayaan terbagi atas, Kejujuran, Pemberian tugas, Integritas.   

1. Kejujuran  

Kejujuran berasal dari kata jujur yang berarti  suatu kesesuaian sikap 

antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Dan apa yang diucapkan 

memang itulah yang sesungguhnya dan apa yang di perbuat itulah yang 

sebenarnya.Kejujuran merupakan salah satu hal yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan kepercayaan didalam kerjasama. 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama beberapa narasumber, 

dapat dilihat bahwa para pengurus tidak mempunyai karakter jujur menurut 

kesuma dkk, karena saat mereka telah dipercaya untuk menjadi pengurus 

BUMDEs Bersama, seharusnya mereka juga sudah memiliki tekad yang kuat 

untuk menjalankannya, tetapi yang penulis lihat hari ini belum ada upaya/ 

kegiatan yang dilakukan untuk memajukan kerjasama antar desa tersebut. 

2. Pemberian Tugas 

Pemberian tugas atau pendelegasian wewenang dalam sebuah organisasi 

seperti BUMDEs Bersama merupakan hal yang penting agar semua pengurus 

dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan 

efektif dan efisien. 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama beberapa narasumber 

dapat disimpulkan bahwa didalam indikator pemberian tugas sudah dilakukan 

dengan baik karena tugas yang dibebankan kepada ketua BUMDes kemudian 
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diberikan kepada para pengurus sesuai dengan jabatan dan kemampuan masing-

masing pengurus. 

3. Integritas  

Integritas adalah salah satu kepribadian yang harus dimiliki oleh pengurus 

terutama ketua di kepengurusan BUMDEs Bersama Dugong Bintan.Kata 

integritas berasal dari bahasa latin yaitu “integer” yang mengandung arti mutu, 

sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan  yang utuh sehingga memiliki 

potensi dan dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dari 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa integritas adalah suatu kepribadian 

seseorang yang bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan 

maupun perbuatan, sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik. 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terlihat tidak adanya 

komitmen dari para pengurus, mereka tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan 

hal ini juga menunjukkan konsistensi mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

didalam indikator integritas ini para pengurus Bumdes Bersama Dugong Bintan 

ini tidak memiliki komitmen dan konsistensi untuk menjalankan kerjasama antar 

desa tersebut. 

c.  Kekompakan 

Selain dari dua dimensi diatas dalam kerjasama juga dibutuhkan 

kekompakan. Kekompakan adalah kerja sama secara teratur dan rapi, bersatu padu 

dalam menghadapi suatu pekerjaan yang biasanya ditandai adanya saling 

ketergantungan. 

Kekompakan terbagi atas beberapa indikator, yaitu saling ketergantungan 

tugas hasil, serta komitmen yang tinggi. 
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1. Saling ketergantungan tugas dan hasil 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama beberapa 

narasumber,  dapat dipahami bahwa, tidak adanya pertemuan yang dilakukan  

menunjukkan tidak adanya ketegantungan tugas dan hasil antara desa dan 

pengurus BUMDEs Bersama .Kurangnya kekompakan yang di bangun membuat 

tidak adanya saling ketergantungan antar anggota yang menyebabkan 

ketidakperdulian dengan tugas dan hasil. 

2. Komitmen Yang Tinggi  

Komitmen adalah suatu keadaan dimana seseorang membuat perjanjian 

(keterikatan), baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin 

dalam tindakan/ perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun 

terpaksa. Secara terminologi kata komitmen berasal dari bahasa Latin 

yaitu “commiter” yang berarti menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan 

mempercayai. Sehingga menurut asal katanya, arti komitmen adalah suatu sikap 

setia dan tanggungjawab seseorang terhadap sesuatu, baik itu diri sendiri, orang 

lain, organisasi, maupun hal tertentu. 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kurangnya komitmen antara pengurus dan desa-desa yang tergabung dalam 

kerjasama ini karena tidak adanya dukungan untuk mencarikan solusi 

permasalahan yang terjadi. Selain itu komitmen dari pengurus juga sangat rendah 

karena tidak memenuhi tiga hal yang disampaikan oleh Steers dan Porter yaitu 

Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

Kerjasama Antar Desa Dalam Pengelolaan Kawasan Eko-Wisata Bahari (Studi di 

Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Sebong) belum berjalan dengan 

baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara BUMDEs Bersama Dugong 

Bintan dan desa-desa yang menjadi anggota dari kerjasama antar desa untuk 

mengevaluasi kinerja BUMDEs bersama, sehingga permasalahan seperti 

anggaran operasional yang tidak ada tidak dapat terselesaikan. 

2. Kurangnya kebersamaan, kepercayaan dan kekompakan pengurus BUMDEs 

bersama menjadi penyebab BUMDEs tersebut tidak berjalan secara efektif 

dan efisien. 

3. Potensi-potensi ekowisata bahari yang ada di keempat desa yang tergabung 

dalam kerjasama antar desa ini belum dimanfaatkan dengan maksimal karena 

BUMDEs  Bersama Dugong Bintan tidak berjalan dengan baik. 
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